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PUTUSAN

Nomor 0445/Pdt.G/2020/PA.Mto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pagar Puding, 15 Agustus

1996,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi  Jambi;

sebagai  Penggugat,   

melawan

Nama Tergugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Koto  Jayo,  04  September

1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di

Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;  sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2020

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  0445/Pdt.G/2020/PA.Mto,  tanggal  11

November 2020,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri

yang  sah  menikah  pada  Hari  Senin,  Tanggal  23  Oktober  2017,

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru,

Kota  Jambi,  Provinsi  Jambi,  sebagaimana  bukti  berupa  Akta  Nikah

Nomor: 0849/061/X/2017, tertanggal 23 Oktober 2017;  
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2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  Janda

sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;  

3. Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina

rumah tangga di  rumah orang tua  Penggugat  di  RT 18,  Desa Pagar

Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, selama kurang lebih 2

tahun dan akhirnya berpisah;  

4. Bahwa, dari  pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Farzan Kafin

Bin Rani Qodri, berumur 2 tahun (bersama dengan Penggugat);  

5. Bahwa  sejak  sekitar  tanggal  07  Agustus  2019  Tergugat  telah

membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri yang

terhitung sudah sekitar 1 tahun 3 bulan, kemudian Tergugat tidak pernah

memberi  nafkah  wajib  kepada  Penggugat.  Sehingga  Penggugat  tidak

ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sighat

taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai

Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut,  Penggugat  memohon kepada

Pengadilan  Agama  Muara  Tebo,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat,

putus karena perceraian;  

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini;  

  Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri  ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak  menghadap

dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa

hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas

panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  ketidakhadirannya  itu

tidak disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  namun

Majelis  Hakim  selama  persidangan  berlangsung  tetap  memberikan  nasehat

kepada  Penggugat  agar  mengurungkan  keinginannya  untuk  bercerai  dan

mencoba  kembali  membina  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa

rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses

persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  An.  Penggugat  Nomor

1509035508960001 Tanggal 17-01-2018 yang dicatat dan dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  Kabupaten Tebo, Provinsi

Jambi,  telah bermeterai  cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0849/061/X/2017 Tanggal 23

Oktober  2017  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  dicatat  dan

dikeluarkan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama (KUA),

Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup

dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Saksi  I umur  20  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah

tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

adalah Adik kandung Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak usia 2 (dua) tahun, yang saat ini dalam

asuhan Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2017 Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan

Tergugat sehingga Saksi tahu bahwa Tergugat membacakan sighat taklik

talak setelah akad nikah berlangsung;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian berpisah;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Tergugat tidak pernah memberi

nafkah lagi kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat dan

anak  karenanya  Tergugat  telah  melanggar  taklik  talak  yang

diucapkannya saat itu;

- Bahwa  sejak  kepergian  Tergugat  tidak  pernah  mengirimkan

nafkahnya ataupun meninggalkan harta untuk anak istrinya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1

(satu) tahun lebih;

- Bahwa keluarga pernah memberikan nasihat kepada Penggugat

untuk bersabar dan terus mencari Tergugat namun tidak berhasil karena

Penggugat sudah tidak ridho ditelantarkan oleh Tergugat;

2. Saksi  II umur  43  tahun,  agama Islam,  pekerjaan wiraswasta,  tempat

kediaman  di  Kabupaten  Tebo  Propinsi  Jambi  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

adalah Kakak ipar Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  dan  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat kemudian berpisah; 

- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa  Saksi  menyaksikan  Tergugat  membacakan  sighat  taklik

saat menikah;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Tergugat tidak pernah memberi

nafkah wajib kepada Penggugat dan anak;

- Bahwa  Tergugat  tidak  pernah  mengirimkan  nafkahnya  ataupun

meninggalkan harta untuk anak istrinya;

- Bahwa  antara  Tergugat  telah  membiarkan  Penggugat  sebagai

seorang istri  kurang lebih 1 (satu)  tahun lebih dan tidak bertanggung

jawab terhadap anak;

- Bahwa  Tergugat  telah  membiarkan  (tidak  mempedulikan)

Penggugat;

- Bahwa  Saksi  pernah  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat

bukti yang diajukannya; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan

kepada  Majelis  Hakim.  Penggugat  menyatakan  tidak  ridha  ditelantarkan

Tergugat selama ini dan bersedia membayar iwadh; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup

ditunjuk  hal-hal  yang  tercantum dalam Berita  Acara  Sidang  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah dikemukakan di atas; 

Kewenangan mengadili 

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang

menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (vide Bukti P.1 dan

P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal
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63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jo.  Pasal  115 Kompilasi  Hukum Islam,  maka Pengadilan  Agama berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; 

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat 

Menimbang,  bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  yang

menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri

atau  kuasanya  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat

kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan

tempat  kediaman  bersama  tanpa  izin  tergugat.  Bahwa  berdasarkan  hal-hal

tersebut,  Pengadilan  berpendapat  Penggugat  memiliki  legal  standing  atau

rechtsbevoegheid  (kewenangan  dan  kepentingan  hukum)  untuk  mengajukan

gugatan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio); 

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang,  bahwa pokok gugatan Penggugat  a  quo adalah tuntutan

Penggugat  kepada  Pengadilan  untuk  menceraikan  perkawinannya  dengan

Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama

kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi menafkahi

Penggugat dan anaknya karenanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang

diucapkannya pada saat akad nikah; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  Gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

tidak  dapat  didengar  keterangannya  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap di persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnya

yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya

karena  pada  prinsipnya  perkara  perceraian  merupakan  perkara  yang  tidak

hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur

publik,  yaitu  kependudukan  (vide  Poin  (4)  huruf  (d)  Penjelasan  Umum
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UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan

dengan kaidah dalam kitab Al  Anwari  Juz II  Halaman 55,  yang diambil  alih

sebagai pendapat Majelis Hakim: 

بـالبينة      اثبـاته جـاز بتعــززاوتـواراوغيــبة تـعـزز فــإن

Artinya: “Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia

ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian).”

Menimbang, bahwa oleh karenanya pokok permasalahan yang menjadi

isu  utama  dalam  perkara  a  quo  dan  selanjutnya  wajib  dibuktikan  oleh

Penggugat adalah: 

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang

lebih  3  tahun  dan  selama  itu  pula  Tergugat  sudah  tidak  lagi  menafkahi

Penggugat?; 

2. Apakah Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya pada

saat akad nikah?

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  dalam  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk

perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penggugat

telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan

sebagai berikut: 

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai

dan  dinazegel  cukup  berdasarkan  maksud  dari  Pasal  2  ayat  (3)  dan  (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai; 

- Bahwa  oleh  karenanya  Bukti  P.1  dan  P.2  dimaksud  telah  memenuhi

ketentuan  formil  pemeteraian  alat-alat  bukti  (dokumen)  di  Pengadilan,

sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide

Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea

Meterai); 

- Bahwa  mengenai  materi  dari  alat-alat  bukti  tersebut  akan

dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara; 
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Menimbang,  bahwa  selain  alat  bukti  tertulis,  Penggugat  juga  telah

mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan

sebagaimana  tertuang  dalam  duduk  perkara  yang  akan  dipertimbangkan

sebagai berikut:

 - Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah

menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak

terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang  (vide  Pasal  172  R.Bg.),  karena  itu  kesaksian  para  saksi

tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; 

-  Bahwa  mengenai  materi  dari  keterangan  Para  Saksi  tersebut  akan

dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara 

Menimbang,  bahwa sebelum memeriksa  lebih  lanjut  mengenai  pokok

sengketa  dalam  perkara  a  quo,  Pengadilan  akan  mengemukakan  terlebih

dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang,  bahwa  dalam  syariat  Islam,  perkawinan  bertujuan  untuk

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dengan dilandasi

oleh  aqad  yang  sangat  kuat  (mitsâqan  ghalidzan)  antara  suami  dan  istri.

Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman

jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih

sayang yang tulus;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci

antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri

pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima

segala  konsekuensi  dari  akad  tersebut  dan akan berusaha  sekuat  mungkin

untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya; 

Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974  tentang  Perkawinan  disebutkan  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin

antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”; 
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Menimbang,  bahwa  dari  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  untuk

membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua

hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2)

sikap  saling  pengertian,  memahami,  dan  membantu  satu  sama  lain  yang

dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan

suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan; 

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan

Penggugat  kepada  Pengadilan  untuk  menceraikan  perkawinannya  dengan

Tergugat  karena  sejak  1  (satu)  tahun yang lalu  Tergugat  telah  membiarkan

Penggugat  dan  sejak  saat  itu  pula  Tergugat  tidak  pernah  lagi  menafkahi

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pengadilan  akan  mempertimbangkan

pokok-pokok  permasalahan  berkaitan  dengan  gugatan  Penggugat  dimaksud

sebagai berikut: 

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah suami (in casu

Tergugat) melanggar taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116

huruf (g) Kompilasi Hukum Islam; 

- Bahwa  dari  bukti  P.2  diketahui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

merupakan  suami  isteri  sah.  Selanjutnya,  berdasarkan  keterangan  Para

Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah

setidaknya  selama  1  (satu)  tahun  karena  Tergugat  sudah  tidak

mempedulikan  Penggugat  dan  tidak  memberikan  nafkah  wajib  kepada

Penggugat. 

- Bahwa berdasarkan bukti saksi 1 yang hadir di pernikahan Penggugat

dan Tergugat, Tergugat terbukti mengucapkan sighat taklik talak pada saat

akad nikah; 

- Bahwa seorang laki-laki ketika akan menikah dapat mengucapkan sighat

taklik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah dan menyadari

sepenuhnya konsekuensi dari pengucapan sighat taklik talak tersebut;

- Bahwa  sighat  taklik  talak  tersebut  bersifat  alternatif,  tidak  kumulatif

dalam arti bahwa bila salah satu syarat atau keadaan sudah terpenuhi, maka

syarat  untuk dapat  dijatuhkannya talak dengan tebusan atau iwadh (talak
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khul’i) telah terpenuhi pula dan karenanya Penggugat sebagai isteri  dapat

mengajukannya ke Pengadilan Agama; 

- Bahwa eksistensi sighat taklik talak tersebut pada dasarnya bertujuan

untuk memberi perlindungan kepada pihak istri yang sengaja ditelantarkan

atau  ditinggalkan  oleh  suaminya  tanpa  alasan  atau  dasar  yang  jelas,

sehingga bila keadaan demikian terjadi maka istri diberikan hak sepenuhnya

untuk menentukan sikap dan mengambil pilihan atau alternatif terbaik bagi

kepentingan dirinya; 

- Bahwa  praktik  sighat  taklik  talak  pada  dasarnya  merupakan  praktik

dalam  hukum  Islam  yang  telah  ada  sejak  dahulu  dan  implementasinya

didasarkan  pada  suatu  keadaan  tertentu,  sehingga  talak  yang  dijatuhkan

tergantung  pada  suatu  keadaan  atau  syarat-syarat  tersebut,  baik  secara

kumulatif maupun alternatif; 

- Bahwa perilaku Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat selama

kurang lebih 1 (satu)  tahun tersebut dan tidak lagi menafkahi Penggugat

dikualifikasi  sebagai  pembiaran  atau  penelantaran  Tergugat  terhadap

Penggugat.  Perbuatan Tergugat tersebut bersesuaian dengan sighat taklik

talak yang diucapkannya pada angka (2) dan angka (4); 

- Bahwa berdasarkan besaran iwadh yang tercantum dalam sighat taklik

talak, maka jumlah iwadh yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 

- Bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sejumlah Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan

Tergugat; 

- Bahwa dari sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di

atas  yang  kemudian  dikaitkan  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  telah

dikonstatir serta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan,

Pengadilan berpendapat bahwa syarat taklik talak angka (2) dan angka (4)

telah terpenuhi; 

- Bahwa  berdasar  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,  Pengadilan

berpendapat  Penggugat  telah  dapat  membuktikan  dalil-dalil  gugatan  dan
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beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana

berikut ini. 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  persidangan  Tergugat  tidak

pernah datang persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil

dengan resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan putusan

verstek (default judgement); 

Menimbang,  bahwa oleh karena syarat  taklik  talak telah  terpenuhi  dan

Penggugat  bersedia  membayar  iwadh,  maka  Pengadilan  menceraikan

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  menjatuhkan  talak  satu  khul’i

Tergugat terhadap penggugat; 

Mengingat  dan  memerhatikan  segala  peraturan  perundang-undangan

yang berlaku dan ketentuan syara’ berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap

Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu

rupiah); 

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini  dijatuhkan dalam rapat  permusyawaratan Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 11 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

sebagai  Ketua Majelis,  Leni Setriani,  S.Sy dan  Andi Asyraf,  S.Sy masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  M.  Yusuf,  S.H.I sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota,

Leni Setriani, S.Sy

Hakim Anggota,

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP : Rp.   20.000,-

2. Biaya
Pendaftaran

: Rp.   30.000,-

3. Biaya ATK Perkara : Rp.   50.000,-

4. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp.     6.000,-

JUMLAH : Rp.  616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)
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